
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANYUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR t1, TAHUN 2023 

TENTANG 
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH 

KABUPATEN BANYUASIN 
DENGANRAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas 

p enerapan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah 
Kabupaten Banyuasin, diperlukan manajemen risiko 
guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara 
efektif dan efisien serta menciptakan tata kelola 
p emerintahan yang baik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, p erlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penerapa n Manajemen Risiko di 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Banyu a sin di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4181) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Und ang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4 . Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik No1nor 5587) sebagailnana 
telah beberapa kali diubah, terakhir d engan Undang­
Un dang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No1nor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 6856) ; 
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s. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tentang 
K edudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
2022 Nomor 128). 

PERATURAN 
MANAJEMEN 
BANYUASIN. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI 
RISIKO 

TENTANG 
DI PEMERINTAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Peraturan Bupati 

Pasal 1 

PENERAPAN 
K.ABUPATEN 

Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan : 

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang 
berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. 

2. Manajemen Risiko adalah budaya, proses dan struktur yang 
diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai 
dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola 
Risiko pada tingkat yang dapat diterima. 

3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, 
prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas 
a ktivitas komunilrnsi dan konsultasi, penetapan konteks, 
identifikasi Risiko, Analis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan 
Risiko, serta Pemantauan dan Reviu. 

4. Level Risiko adalah tingkatan Risiko dari tingkatan yang 
paling tinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah 
yang ditetapkan Pemilik Risiko. 

5. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah 
unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan 
Manajemen Risiko. 

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

7. Daerah Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disebut 
sebagai Kabupaten Banyuasin adalah Kabupaten yang 
mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai 
Ka bupaten. 

8 . Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin yang selanju tnya 
disebut sebagai Pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah 
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten 
Banyuasin. 
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9. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin yang 
jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di 
wilayah Kabupaten Banyuasin. 

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalarn Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten 
Banyuasin. 

BAB II 

Bagian Kesatu 

Tujuan, Manfaat dan Prinsip Manajemen Risiko 

Pasal 2 

a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi 
dan peningkatan kinerja; 

b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif; 

c. memberikan dasar yang kuat dalarn pengambilan keputusan 
dan perencanaan; 

d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan 
sumber daya organisasi; 

e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi; 

f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan 

g. meningkatkan ketahanan organisasi. 

a. 

b. 

c . 

d. 

e. 

f. 

g. 

Bagian Kedua 

Manfaat Manajemen Risiko untuk 

Pasal 3 

mengurangi Kejutan (surprises); 

meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang; 

meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan 
pencapaian kinerja; 

meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku 
kepentingan; 
meningkatnya ku alitas pengam bilan kepu tusan; 

meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh ASN; 
dan 

meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi. 

Bagian Ketiga 

Prinsip penerapan Manajemen Risiko 

Pasal 4 

a . berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah; 

b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan; 

c . bagian dari pengambilan keputusan; 

d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian; 

e. sistematis, terstruktur dan tepat waktu; 

f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia; 
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g. disesuaikan dengan keadaan organisasi; 

h. memperhatikan faktor manusia dan budaya; 

i. transparan dan inklusif; 

j. dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan: dan 

k. perbaikan terus manerus. 

BAB III 

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO 

Bagian Kesatu 

Wujud Penerapan Manajemen Risiko 

Pasal 5 

( 1) Setiap Pimpinan dan ASN Pemerintah Kabupaten Banyuasin 
harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran. 

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diwujudkan melalui: 

a . pembentukan struktur Manajemen Risiko; 

b. pengembangan budaya sadar Risiko; dan 

c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko. 

Bagian Kedua 

Struktur Manajemen Risiko 

Pasal 6 

(1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas: 

a. Komite Manajemen Risiko; 

b. Unit Pemilik Risiko (UPR); 

c. Unit Kepatuhan Internal; dan 

d. Inspektorat . 

(2) Komite Manajemen Risiko Sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a, terdiri dari: 

a. Komite Eksekutif; 

b. Komite Pelaksana; dan 

c. Sekretariat Komite. 

(3) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terdiri dari: 
a. Pemilik Risiko; 

b. Koordinator Risiko; dan 

c. Manajer Risiko. 

(4) Tugas struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) meliputi: 
a . menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko; 

b. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko; 
dan 
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c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas 
penerapan Manajemen Risiko. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian 
tugas struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dHetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga 

Budaya Sadar Risiko 

Pasal 7 

(1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huru f b, harus dikembangkan dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh 
jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin . 

(2) Budaya sadar Risiko diwujudkan melalui pemahaman dan 
pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses 
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. 

(3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses 
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, 
berupa: 
a . komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko 

dalam setiap pengambilan keputusan; 
b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran 

organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko; 
c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola 

Risiko dengan baik; dan 
d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses 

organisasi. 

Bagian Keempat 

Proses Manajemen Risiko 

Pasal 8 

( 1) Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, melalui tahapan 
sebagai beriku t: 
a. komunikasi dan Konsultasi; 

b . penetapan Konteks; 
c. penilaian Risiko yang meliputi Identifika si Risiko, Analisis 

Risiko dan Evaluasi Risiko; 

d . penanganan Risiko; dan 

e. Pemantauan dan Reviu. 

(2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) wajib dilaksanakan oleh setiap Unit Pemilik Risiko. 

(3) Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam siklus 
berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 
(satu) tahun. 

(4) Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam piagam 
Manajemen Risiko. 
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(5) Piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) ditetapkan oleh pemilik Risiko paling lambat tanggal 31 
Januari tahun berjalan. 

Pasal 9 

Petunjuk teknis pelaksanaan Proses Manajemen Risiko 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bu pati ini. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin. 

Diundangkan di Pangkalan Balai 1 

, T da tanggal ~ re~~ 2023 

/~' ~.,::.-~ - ~ETARIS OAERAH 
I :i_' ... - ' - KABU .v ~EN BANYUASIN' 

[( 

1

:
1
~~ l"D ~ ll~- q • 

'\~~ -/~* I 
~, J ..... ~-1-I1SMJ 

I 

-~ J • , 

'-SERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 
NOMOR I'; 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR (It:) TAHUN 2023 
TENTANG 
PENE RAPAN MANAJEMEN RISIKO 
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO 

1. Proses Manajemen Risiko 

Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan 

praktik manajemen yang bersifat sistematis a tas aktivitas komunikasi dan 

praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan 

konsultasi, penetapan konteks, iden tifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi 

risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu, proses manajemen 

risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap ASN di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Keterikatan antar tahapan 

proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut; 

A. Komunikasi dan Konsultasi 

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain: 

a. Rapa t berkala; 

b. Rapat insidental; 

c. Focused group discussion; dan 

d. Forum Manajer Risiko 

Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung jawab 

koordinator risiko pada masing-masing Unit Pemilik Risiko. 
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B. Penetapa n Konteks 

1. Tahapan penetapan konteks melipu ti: 

a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen 

tugas dan fungsi unit terkait. 

1) Ruang lingkup penerapan manajemen risiko yang berisi tugas 

dan fungsi unit terkait; 

2) Periode penerapan manajemen Risiko berisi tahun penerapan 

Manajemen Risiko tersebut. 

b. Menetapkan sasaran organisasi 

Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran 

strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, dan Rencana 

Kerja serta dokumen perencanaan strategis lainya, termasuk 

kegiatan Strategis daerah. 

c. Menetapkan struktur UPR 

Struktur Unit Pemilik Risiko mengacu pada struktur Unit Pemilik 

Risiko yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Banyuasin. 

d. Menidentifikasi stakeholder 

Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak 

yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. 

Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi 

siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan 

stakeholder Terse but. 

e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait 

identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk 

memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, 

kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi 

beserta konsekuensinya. 

f. Menetapkan Kategori Risiko 

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses 

identifikasi, analis, dan evaluasi risiko dilakukan secara 

komprehensif. Penentuan kategori risiko didasarkan pada 

penyebab risiko. Kategori risiko dilingkungan pemerintah 

Kabupaten Banyuasin meliputi: 

Kategori Risiko Keterangan 

Risiko Fiskal Risiko disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat 

menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang 
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Kebijakan 

Risiko 

Kepatuhan 

Risiko Legal 

Risijo Fraud 
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berasal dari deviasi APBD maupun kewajiban 

kontinjensi Pemerintah Kabupaten Banyuasin 

atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan 

dalam Nota Kesepahaman. 

Risiko yang dise babkan oleh adanya penetapan 

kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal 

mau pun eksternal organisasi yang berdampak 

langsung terhadap organisasi. 

Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak 

ekternal tidak mematuhi dan/ atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan lain yang berlaku. 

Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan 

hukum kepada organisasi. 

Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang 

disengaja oleh piha k internal yang merugikan 

keuangan daerah. 

Risiko Refutasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat 

kepercayaan pemangku kepentingan eksternal 

yang bersumber dari persepsi dari persepsi negatif 

terhadap organisasi. 

Risiko 

Operasional 

Risiko yang disebabkan oleh: 

a. Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya 

proses internal, kesalahan manusia dan 

kegagalan sistem . 

b. Adanya kejadian eksternal yang 

mempengaruhi operasional organisasi. 

g. Menetapkan Kriterian Risiko 

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen 

Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan 

dengan peru bahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup 

Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko likelihood) 

a) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood) dapat 

menggunakan pendekatan statistik (probability), frekuensi 

kejadian per satuan waktu (hari, i1inggu, bulan, tahun ) 

atau dengan expert judgement. 
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b) Penentuan peluang terjadinya Risiko di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggunakan 

pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam 

periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan 

kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas 

kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun 

dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 

(satu) tahun. 

c) Level kriteria kemungkinan terjadinya Risiko di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 

Kriteria Kemungkinan 

Level Persentase Jumlah Frekuen si 

Kemungkinan 
Kemungkinan Kemungkinan 

Terjadinya dalam Terjadinya dalam 1 
1 Periode Periode 

Hampir Tidak x:=;5% Sangat jarang: < 2 kalj 
Terjadi (1) dalam 1 tahun 
Jarang Terjadi (2) 5% < X $ 10% Jarang: 2 kali s .d 5 

kali dalam 1 tahun 
Kadang Terjadi (3) 10% < X $ 20% Cukup sering: 6 s.d 9 

kali dalam 1 tah un 
Sering Terjadi (4) 20% < X$ 50% Sering: 10 s .d 12 kali 

dalam 1 tahun 
Hampir Pasti x> 50% Sangat sering: > 12 
Terjadi (5) kali dalarn 1 tahun 

d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik 

Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut; 

(1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang 

jelas atas kegiatan terse but. 

(2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat 

ditentukan. 

2) Kriteria Dampak (consequences) 

Kriteria Dampak dapat diklasifikasi dalam beberapa area 

dampak sesuai dengan jenis Risiko yang mungkin terjadi. 

a) Area dampak yang terdapat di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin, berdasarkan area dampak yang 

rnemiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi: 
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( 1) Be ban keuangan daerah 

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran 

daerah baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat 

berharga, kewajiban, dan barang yang disebabkan oleh 

froud dan non froud yang diukur dengan : 

i. Fraud 

Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak 

sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak. 

ii. Non Fraud 

Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari 

anggaran/ asset yang dikelola oleh unit tersebut, 

misalnya Sadan Pendapatan Daerah terhadap target 

pajak daerah, Sadan Pengelolahan Aset Daerah 

terhadap asset daerah yang dikelola, Dinas PU Tata 

Ruang terhadap anggaran pembangunan jalan, 

Dinas Pendidikan terhadap anggaran pemeliharaan 

prasarana dan sarana pendidikan. 

(2) Penurunan Reputasi 

Dampak Risiko berupa rusaknya citra / nama / baik / 

wibawa Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang 

menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat 

menurun. 

(3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratife 

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas 

perkara di pengadilan baik menyangkut ASN atau 

Organisasi. 

(4) Kecelakaan Kerja 

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang 

dialami ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan. 

(5) Gangguan terhadap layanan organisasi 

Dampal{ Risiko berupa simpangan dari standar layanan 

yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 

(6) Penurunan Kinerja 

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja 

yang ditetapkan dalam k ontrak kinerja ataupun kinerja 

lainnya. 

b) Level Kriteria Dampak bagi setiap Unit Pemilik Risiko 

ditetapkan sebagai berikut: 
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Area Dampak Level Dampak 

Tidak Signifikan Minor Moderat Signifikan 
Sangat 

Sig;nifikan 

Behan Fraud 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Keuangan Rp 1 Juta s x X c?: Rp lM 
Daerah < RP lM 

Non- 0,01 permil < x 0,1 permil < x 1 s 1 permil <XS 
Fraud 

XS 0,01 permil s permil permil 10 permil 
>10 permil 

Penurunan • Jumlah • J umlah • Pemberitaan • Pemberitaan • Tingkat 
Reputasi keluhan secara keluhan negatif dimedia negatife di kepercayaa 

langsung lisan secara sosial mediamassa n 
(dapat di- langsung lisru.1 • Pemberitaan nasional dan stakeholder 
dokumentasika (dapat negatif di media intemasional I 
n) /tertulis ke didokum.entas massalokal • Tingkat Investor 
organisasi s 10. ik:an) / tertulis • Tingkat kepercayaan sangat 

• Tingkat ke organisasi kepercayaan stakeholder/ i rendah 

kepercayaan. > 10 stakeholder/ inve nvestor le Tingkat 

stakeholder/ inv • Tingkat stor sedang ren.dah kepuasan 

estor sangat kepercayaan • Tingkat • Tingkat pen.gguna 

baik. stakeholder/ i kepuasan kepuasan layanan 

• Tingkat nvestor baik. pengguna pengguna s 3,5 (skala 

kepuasan • Tingkat 1ayanan sebesar layanan 5) 

pengguna kepuasan 4 <XS 4,25 sebesar 3,5 < 
layanan se besar pegguna (skala 5) x s 4 (skala 5) 
4,5 < X :$ 5 layanan 
(skala 5). sebesar 4,25 < 

x s 4,5 (skala 5) 

Sanksi Pidana, - - Administratif: Pidana: Pidana: 

Perdata, tergugat adalah s 5 tahun > 5 tahun 

dan/atau pejabat eselon III Perdata; Perdata; 

Administratife kebawah, atau ::; 100 M > 100 M 
pejabat yang Administratif: Administratif 
setara Tergugat 

adalah pej abat Tergugat 
eselon l, II, adalah 
atau pejabat Bupati, 
yang setara Wak:il Bupati 

Kecelakaan Ancaman psikis Cedera fisik dan Cedera fis ik dan Cedera fisik Kematian 

Kerja mental ringan mental sedang dan mental 
berat 

Gangguan x <5%, darijam 5o/oS X < 15% 150/oS X < 35% 350/oS X < x c?: 50%dari 

Terhadap operasional darijam darijam S0o/o darijam jam 

Layanan layanan harian operasional operasional operasional operasional 
layanan haria.J.1 layanan h arian layanan layanan 

harian harian 

Penurunan x c?:95% 90% $ X < 95% 80%S X < 90% 75%:S X < 80% x<75% 

Kineria 

h. Meneta pkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko 

1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan 

menunjukan besaran Risiko 

2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisi Risiko 

untuk menentukan Level Risiko 

3) Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan level; 

Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level). 

4) Ma triks Analisi Risiko dan Level Risiko di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin sebagaimana ta bel berikut: 
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Matriks Analisis Resiko 

h' ,. ~ ,. · l s 
SAS 

s lli"Vt P.rtti 
ttft,16 lMIRisio 

C 

2 ~ Sfcttfff~ 
j ISi 20· 25 , 
E 3 f~lt!)IOI 16 -19 
,;l 
lC 

l ~ tf~ .. 
12 • 1S 
6· 11 

l-~ r • l·S 
t~ 

i. Menetapkan Selera Risiko 
1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, 

yakni batasan besaran kuantita tif level kemungkinan terjadinya 

dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan 

pada Kri teria Risiko. 

2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan 

tidak perlu dilakukan proses mitiga si risiko. 

b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani 

untuk menurunkan Level Risikonya. 

c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) 

digambarkan sebagai berikut: 

r.l .i~r,~ A.-ia\:ss i t ~C 

r:: :., ... 

5 

1 

':, ~ ~ 

1 2 s 

Area Penerimaan Risiko 

2. Tahap~ penetapan kon teks Manajemen Risiko dituangkan dalam 
Formuhr Konteks Manajemen risiko, sebagai berikut: 
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Unit Organisasi 
Lingkup Penerapan 
Periode Penerapan 

Konteks Manajemen Risiko 
: < isi dengan nama UPR > 
: < isi dengan tugas dan fungsi UPR > 
: < isi dengan tahun penerapan profil risiko > 

1. Sasaran Or anisasi 
Daftar Sasaran 

2. Struknu Organ.isasi Penerapan Manajemen Risiko 
Pemilik Risiko 
Coordinator Risiko 
Manajer Risiko 

3. Daftar Pemaruzku Kepentingan ( Stakeholder, 
No Daftar Sasaran keteraruzan 

sasaran > 

l. < isi dengan nama < isi dengan hubungan anatara unit dengan 
stakeholder> 

dst. 

4. Daftar Peraturan Perund 
No Daftar Sasaran 
1. < isi dengan nama 

peraturan yang terkait 
roses bisnis> 

st. 

5. Kriteria Risiko 
A Kr' . K kin 1tena emUTI2 an 

LEVEL KEMUNGK1NAN 
l. Hamoer Tidak Teriadi 
2. Jaran~ Teriadi 
3. Kadang-kadana Teriadi 
4. Sering Teriadi 
5. Hamoer Pasti terjadi 

1tena amp. B Kr' . D ak 
LEVEL DAMPAK 

1. Tidak Sianifikan 
2. Minor 
3. Moderat 
4 . Siunifikan 
5. Sanaat Sianifikan 

Stakeholder tersebut> 

terkait: 
keter an 

< isi dengan al.am.at atau ketentuan yang diatur oleh 
peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit 
terse but> 

keteran~an 

<diisi berdasarkan Kriteria Kemungk:inan pada 
unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan 

dalam keputusan ini> 

keteraruzan 

<diisi berdasarkan Kriteria Oampak pada unit 
organisasi tersebut berdasarkan ketentuan 

dalam keputusan ini> 

6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko 
<diisi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam 
keputusan ini> 

7. Selera Risiko 
<diisi sesuai de an Selera Risiko 

C. Penilaian Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a . Tahapan Identifikasi Risiko meliputi: 

1) Memahami Sasaran Organisasi 

Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis UPR dan sasaran 

lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin, dian taranya Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), 

dan Kegiatan Strategis Daerah. 
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2) Mengidentifikasi kejadian Risiko (risk event) 

Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang 

mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif 

s tra tegis, atau fac tor-faktor yang mempengaruhi pencapaian 

sasaran organisasi. Kejadian Risiko dilakukan dengan 

memperhatikan Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya 

sebagaimana tercata t dalam loss event database (LED). Forma t 

LED sebagaimana tercantum dalam huruf E angka 2 huruf b 

angka 2 huruf c). 

3) Mencari Penyebab 

Berdasarkan risiko yang telah didentifikasi, dilakukan identifikasi 

akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar 

masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat 

dilakukan untuk mengenai Risiko. Metode yang dapat digunakan 

misalnya fishbone diagram. 

4) Menentukan Dampak 

Berda sarkan Risiko dilakukan identifikasi dampak negatif yang 

mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul 

dira sakan setelah Risiko terjadi. Apabila dampak yang paling besar 

pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area 

dampak mengacu pada Kriteria Dampak. 

5) Menentukan Kategori Risiko 

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan Kategori 

Risiko. Setiap Unit Pemilik Risiko wajib memiliki Kategori Risiko . 

b. Tahapan identifika si Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta 

Risiko, se bagai beriku t: 

Unit Organisasi 

Periode Penerapan 

Formulir Profil dan Peta Risiko 

: < isi dengan nama unit pemilik Risiko > 

: < isi dengan tah un pen era pan Profil Risiko > 

A Profil Risiko 
Risiko Sistem kemungklna n OampAk 

Sasaron l{ategori pcngc ndalian Level Besa.ran P.riorilfH 
Orga nisa 

No Kejadia n penyc bab Oampa k Risiko yang Level 
Pe njela s Leve.I 

Penjclas Rjsiko Risiko Risiko 
si dilaksanakan a n an 

<diisi <cl iisi kdilsi l<diisi l<diisi led iisl clcngan <dlis i <diis i kdiisi Dlisi l<d iisi <d iisi <dilsi 

de11gan k!enga11 tlengan lctengru1 ktenga n JnfUlH\ Jd,rngan dengao ~eogan dengan lenga11 dengBll dengan 

118 1118 na ma penyeba b k:tampak !Ka tegori peraturan, LI< alasan ,D alasan 11,,R> besaran priorltas 

sasara 11> kejadian lt:erjad inya risiko Risiko> SOP, a plikasi Ris iko> penc11t u Risiko> peneot R:isiko Risiko 

lrisiko> l<ejadian ~esua i area ~ II yang an Ll< ua n LO scsuru berda sa.r 

n slko> klampak ,X,rfungsi Risiko> Risiko> Molrika ka n 

lva ng ada > l3ebagai sistew Annlisis penguru 

jPen gendalia n> Risiko> an 
Risiko> 

Keterangan: 
LK: Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko 

Keput u 
san 

Peouga 
san 

<diisi 
dengan 
Ya dau 
Tidak 
jika 
dibandi 
ngkan 
den gan 
selera 
Risiko> 
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B. Peta Risiko 

P.1a~r,b~."'\3'. '.!> s ~·kc 1 2 3 s 
s)(~ T :fall 

5 
Ha-..o r P.a~t 

k 1, a-:f1 

:: 4 S<-r -,;: j ("" ,.u,, .,,. 
~ 

~ 3 IC,lC ~"lit T t>• , ~d• 
:., 

:,,c 

~ ] Ja• nR erJa~ 
~ 

1 

Keterangan: * Menunjukan Urutan Risiko 

2. Analisis Risiko 

a. Tahapan Analisis Risiko meliputi: 

1) Menginventarisasi sistem pengendalian intern yang telah 

dilaksanakan. 

a) Sistem pengendalian intern mencakup perangkat manajemen 

yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau Level Risiko 

dalam rangka pencapaian sasaran Organisasi. Sistem 

pengendalian intern yang efektif bertujuan untuk mengurangi 

level kemungkinan terjadinya Risiko atau level dampak. 

b) Sistem pengendalian intern dapat berupa standard Operating 

Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, 

regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait 

Risiko tersebut. 

2) Mengestimasi level kemungkinan Risiko 

a) Estimasi level kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur 

peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah 

mempertimbangkan sistem pengendalian intern yang 

dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko 

tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis 

atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya 

sebagaimana dituangkan dalam LED. 

b) Level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan 

nilai estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria 

Kemungkinan Risiko. 
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3) Mengestimasi level Dampak Risiko 

a) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap 

identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan 

dengan dampak Risiko terse bu t. Es timasi level dampak Risiko 

dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila 

Risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan 

sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dan berbagai 

faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat 

dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi 

pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED. 

b) Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai 

estimasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak Risiko. 

4) Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko 

a ) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan 

mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko 

dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko .. 

b) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko 

yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), 

sanga t rendah ( 1). 

5) Menyusun Peta Risiko 

Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang 

mendeskripsikan posisi seluruh Risiko dalam sebuah chart berupa 

suatu diagram kartesius. Peta Risiko dapat disusun per Risiko 

a tau per Kategori Risiko. 

b. Tahapan Analisis Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta 

Risiko. 

3. Evaluasi Risiko 

a . Tahapan evaluasi Risiko meliputi: 

l) Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan 

ketentuan: 

a ) Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi. 

b) Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran 

Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan 

urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai 

Kriteria Dampak. 
c) Apabila ma sih terdapa t lebih dari satu Risiko yang memiliki 

besaran dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko 
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ditentukan berdasarkan uru tan Kategori Risiko yang tertinggi 

hingga terendah sesuai Kategori Risiko. 

d) Apabila masih terdapat lebih dari sat u Risiko yang memiliki 

besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas 

Risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan pemilik Risiko. 

2) Menentukan Risiko Utama 

Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko dan perlu 

ditangani disebut dengan Risiko utama. Jika Level Risiko berada 

pada area penerimaan Risiko, maka Risiko tersebut tidak perlu 

ditangani. 

b. Tahapan evaluasi Risiko dituangkan pada Foemulir Profil dan Peta 

Risiko. 

D. Penanganan Risiko 

1. Tahapan penanganan risiko meliputi: 

a . Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan. Opsi 

penanganan Risiko da pat beru pa: 

1) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu penanganan 

terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko semakin 

kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab risiko tersebut 

berada dalam kendali internal UPR. 

2) Menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan 

terhadap dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya 

semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalarn hal UPR mampu 

mengurangi dampak ketika Risiko itu terjadi. 

3) Mengalihkan .Risiko, yaitu penangangan Risiko dengan 

memindahkan sebagian a ta u seluruh Risiko, baik penyeba b 

dan/ atau darnpaknya, ke instansi/ entitas lainnya . Opsi ini 

diambil dalarn hal: 

a) Pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan 

memahami Level Risiko atas kegiatan tersebut; 

b) Proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang 

berlaku; dan 

c) Penggunaan opsi ini disetujui oleh a tasan pemilik Risiko. 

4) Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan 

mengubah/ menghilangkan sasaran dan / atau kegia tan untuk 

menghilangkan Ris iko tersebut. Opsi ini diambil apabila: 
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a) Upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi; 

b) Sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan 

merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan 

misi organisasi; dan 

c) Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko. 

5) Menerima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak 

melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini 

diam bil apabila: 

a) Upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi; 

b) Sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan 

tugas dan fungsi u tama dalam pelaksanaan visi dan misi 

organisasi; dan 

c) Penggunaan opsi ini disetujui oleh a tasan pemilik Risiko. Opsi 

penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi 

tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi 

kemungkinan terjad inya Risiko. Prioritas opsi penanganan 

Risi ko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi 

penanganan sebagaimana tersebut di atas. 

b. Menyusun Rencana Aksi Penanganan Risiko 

1) Berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun 

rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi Penanganan 

Risiko terdiri atas rencana aksi penanganan risiko yang 

diturunkan dari unit organisaasi yang lebih tinggi dan yang 

ditetapkan pada unit organisasi tersebut. 

2) Rencana aksi penanganan Risiko bukan merupakan 

pengendalian intern yang sudah dilaksanakan. Dalam hal 

penanganan risiko yang tclah dilaksanakan tidak dapat 

men urunkan Level Risiko maka diperlukan penetapan rencana 

aksi penanganan risiko yang baru. Pemilihan rencana aksi 

penanganan risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat a tau 

nilai tambah yang diberikan bagi organisasi. 

3) Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut: 

a) Kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan 

yang dipilih; 

b) Output yang diharapkan a tas kegiatan tersebut; 

c) Target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan; 

d) Jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko; dan 
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e) Penanggung jawab yang berisi u nit yang bertanggung jawab 

dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan 

risiko. 

4) Penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau 

dampak dimasukan sebagai aktivitas pengendalian pada periode 

beriku tnya, kecuali rencana penanganan risiko yang sifatnya 

proyek. 

5) Selain rencana penanganan risiko, suatu organisasi perlu 

meru muskan rencana kontinjensi. Hal ini berupa langkah 

kegiatan atau proses dalam mengatasi keadaan darurat yang 

mempunyai dampak luar biasa dan mengakibatkan keadaan 

kritis bagi organisasi. 

6) Rencana kontinjensi secara umum terdiri atas 3 (tiga) langkah 

yakni: 

a) Langkah dalam menangani krisis setelah bencana terjadi 

(tanggap darurat); 

b) Kegiatan atau proses pemulihan keadaan organisasi dalam 

kondisi darurat; dan 

c) Langkah atau proses pemulihan keadaan organisasi akibat 

krisis a.tau bencana yang terjadi ke tingkat normal. 

7) Penetapan rencana kontinjen si dilakukan secara tahunan yang 

dituangkan dalam format sebagai berikut: 

Format Rencana Kontinjensi 

J enis Ben can a : 

Uraian Kegiatan Tanggap Darurat Penanggung jawab 
(oenanganan krisis setelah Risiko Teriadi) 

Uraian kegiatan pemulihan keadaan Penanggung jawab 
organisasi dalam kondisi darurat 

Uraian kegiatan pemulihan keadaan Penanggung jawab 
organisasi ke tinRkat normal 
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c. Menetapkan Level Risiko residual harapan 

Level Risiko residual harapan merupakan target level risiko apabila 

penanganan risiko telah dijalankan. Penetapan level risiko residual 

mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level 

dampak. 

d . Menjalankan rencana aksi Penanganan Risiko 

Rencana aksi penanganan risiko yang disusun harus dijalankan oleh 

pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai 

dengan jadwal implementasi bagi masing-masing rencana aksi 

penanganan risiko. 

e. Memantau Risiko yang tersisa 

Setelah kegiatan penanganan risiko dilaksanakan secara optimal, 

masih terdapat risiko yang tersisa . Risiko ini harus diketahui dan 

dipantau perkembangannya . 

2. Tahapan proses penanganan risiko dituangkan pada Formulir 

Penanganan Risiko sebagai berikut: 

Formulir Penanganan Risiko 

Unit Organisa si : <isi dengan nama unit pemilik Risiko> 

Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko> 

Rencana Penanganan Risiko Residual Haraparn 

Prioritas l-----~---- -.-----.------.-----.-----+------.---- -..------1 
Risiko Opsi encana Aksi Jadwal 

Penanganan Penaga na n Output Target mplement 
Risiko Risiko 

diisi 
engan opsi 
enangana 
Risiko 

ang 
ipilih> 

diisi dengan 
ama 
egiatan dan 
ahapan 
egiatan 
enanganan 
isiko> 

asi 

Kcterangcm: LK: Level Kemungkinan; LD: Level Drunpak; J.,R : Level Rlslko 

Penanggu 
ngJawab LK 

diisi dengan 
engan unit evel 
ang emungkinan 
ertanggung isiko apabila 

·awab dan ·encana 
nit enanganan 
endukung elah 
tas setiap ilaksanakan> 
hapan 

egiatan 
enanganan 
isiko> 

LD 

<diisi 
engan 

eve! 
ampak 
isiko 

LR 

apabila atas 
encana angat 
enanga tinggi 
a n tela hingga 
ilaksan angat 
kan> rendah 

pabila 
encana 
enanga 
an tel 
ilaksan 
kan> 
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E. Pemantauan dan Reviu 

1. Bentuk pemantauan dan reiu terdiri atas: 

a. Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring) 

Unit pemiJik risiko secara terus menerus melakukan pemanta uan 

atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi 

lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang 

direncanakan atau lingkungan ekstemal yang berubah, maka 

dimungkinkan terjadi peru bahan dalam: 

a) Konteks organisasi. 

b) Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas risiko. 

c) System pengendalian intern dan penanganan risiko. 

Dalam hal terjadi peru bahan yang signifikan, dimungkinkan 

dilakukan penilaian ulang atas profil risiko, pemantauan 

dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis 

organisasi. 

b. Pemantauan berkala 

1) Pemantauan berkala dilakukan secara triwulan yaitu bulan April, 

Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan 

secara triwulan dilakukan untuk memantau pelaksanaan 

rencana aksi penanganan risiko, dan tren perubahan 

besaran/ Level Risiko. 

2) Lapaoran pemantauan triwulan dan tahunan diruangkan pada 

format sebagai berikut: 

Formulir Laporan Pemantauan Triwulan ..... <diisi dengan triwulan I, 11, III atau IV> 

Unit Organisasi 

Periode Penerapan 

Prioritas 
Risiko Aksi/ 

Pengendalian 

<diisi <diisi dengan 
dengan opsi 
prioritas penanganan 
risiko risiko yang 
yang dipilih> 
perlu 
penangan 
an sesuai 
formulir 
profil dan 
peta 
risiko> 

: <isi dengan nama Unit Pemilik Risiko> 

: <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko> 

Penanganan Risiko Status 
Risiko 

Waktu Penanggu Outlook 
Output Target Realisasi Implemen t 

ngJawab Tren Besaran/ 
asi Level Risiko 

<diis i <diis i <diisi <diisi <dHsi <diisi <diisi 
dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan 
output rencana realisasi waktu unit yang tren perkiraan 
yang jumlah pelaksana pelaksana bertanggu risiko> nilai 
diharapk pelaksan an, an setiap ngjawab besaran 
an atas aan rencana kegiatan> atas risiko dan 
kegiatan kegiatan penangan pelaksana level risiko> 
tersebut> tersebut> an risiko> an 

rencana 
penangan 
an> 
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Formulir Laporan Pe m a ntauan Tahunan 

Unit Organisasi : <isi dengan nama unit Pe milik Risiko> 
Periode Penerapan : <isi dengan tahun p e n e rapan Profil Risiko> 

A . 'l . fi ifi Pem ruan E ekt 1 tas Penanganan 

Level Risiko 
Risiko Level Risiko 

Devisi/ 
Residual Tren Risiko 

Prioritas 
Sebelumnya Harapan 

Aktual Kesenjangan 
Risiko 

LK LD LR LK LD LR LK LD LR 

<diisi 
dengan <diisi <diisi 
prioritas <diisi 

berdasarkan berdasarkan 
risiko <diisi sesuai <diisi sesuai apakah apakah 
yang sesuai risiko risiko terdapat terdapat 
perlu hasil residual berdasarkan penurunan penurunan 
ditangani evaluasi yang hasil atau atau 
<risiko risiko diharap pengukuran peningkatan peningkatan 
utama> pada kan risiko actual level risiko 
sesuai formulir sesuai setelah rencana dari 

level risiko 

formulir profil dan formulir penanganan sebelumnya 
dari harapan 

profil 
peta penanga risiko dengan 

dengan 
risiko> nan dijalankan> actual> 

dan peta lisiko> aktual> 
risiko> 

Keterangan : LK: Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko 

B. Peta Hasil Penanganan 

5 

3 

1 

H~mo1r Pdst 
tt ' ~ I 

' 

_;_11 , r1cJ~ 
te1 5~j 

2 3 J s 

Rekomendasi 

<diisi dengan 
rekomendasi 
penanganan 
periode 
berikutnya> 



' . 

• 

• 

18 

3) Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantaun di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagaimana table 

berikut: 

Periode Pelaksanaan Pemantauan 

No Tingkat Periode Peserta rapat Penangguang 

Pemantaun Jawab 

1. Komite Triwulan Komite Manajemen Ketua Komite 

Risiko dan seluruh Pelaksanaan 

Pemilik Risiko 

2. UPR Triwulan Pemilik Risiko para Koordinator 

Pejabat Administrator, Risiko 

dan para Pejabat 

Pengawas 

c. Reviu 

Reviu dilakukan terhadap implementasi Manajemen Risiko. Reviu ini 

bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh 

Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini 

dilaksanakan oleh Inspektorat. 

d. Audit Manajemen Risiko 

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai aparat 

pengawas intern Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Audit meliputi 

kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen Risiko di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan meninjau efektivitas serta 

kesesuaian perlakuan Risiko yang ada . 

2. Dokumen Manajemen Risiko 

a. Piagam Manajemen Risiko 

1) Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik risiko dalam 

melaksanakan manajemen risiko yang dilampiri dengan formulir 

konteks manajemen risiko, formulir profil dan peta risiko, dan 

formulir penanganan risiko. 

2) Format piagam manajemen risiko sebagai berikut: 
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Format Piagam Manajemen Risiko 

PIAGAM MANAJEMEN RIS IKO 

... <isi dengan nama unit pemilik Risiko> 

TAHUN ... . <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko> 

Dalam rangka pencapaian sasaran pad a unit... <diisi dengan nama 

UPR> ... , saya menyatakan: 

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan 

2 . 

pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks 

Manajemen Risiko, Profil dan Peta Risiko, serta rencana 

penanganan Risiko. 

Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan 

seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpinan sesuai 

dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang 

berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 

3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini 

akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi 

yang saya pimpin. 

4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, 

akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan 

melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya 

pimpin . 

< ..... tempat ..... , .. .. . tanggal penetapan ..... > 

Ditetapkan oleh: 

<ttd pemilik Risiko> 

<J abatan Pemilik Risiko> 

b. Laporan Manajemen Risiko 

1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang 

menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada 

pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai 

bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan 

keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen 

Risiko. 
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2) Bentuk -bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi: 

Tanggal 

Pencatatan 

<diisi 

dengan 

tanggal 

pencatatan 

event> 

a) Laporan Pemantaun 

Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulan 

(Formulir laporan pemantauan triwulan) dan laporan 

pemantauan tahunan (Formulir laporan pemantauan 

tahunan). 

b) Laporan Manajemen Rjsiko insidentil 

( 1) Laporan ini disusun apabila: 

(a) Terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan 

segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan 

mengenai rencana kontinjensi; 

(b) Terdapat permintaan dari pimpinan untuk 

memberikan masu kan berdasarkan analisis dalam 

pengambilan suatu keputusan atau k ebijakan 

tertentu. 

(2) Bentuk dan misi laporan Manajemen Risiko Insidental 

disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang 

melatarbelakanginya. 

c) Loss Evertt Database (LED) 

(1) LED merupakan dokumen yang berisi catatan risiko yang 

terjadi pada tah un berjalan baik yang telah diidentifikasi 

dalam profil Risiko mau pun tidak. 

(2) Informasi yang dimuat meliputi Risiko yang terjadi, 

dampak yang ditimbulkan dan upaya yang telah 

dilakukan. LED diperbaharui setiap munculnya kejadian 

dan dituangkan dalam format sebagai berikut: 

Ura ian Waktu Lokasi Analisis Deskripsi Rincian Kondisi 

Peristiwa terjadinya kejadian penyebab Dampak Penanganan Setelah 

/ Events Penanganan 

<diisi <diisi <diisi <diisi <diisi <diisi <diisi 

dengan dengan dengan dengan dengan dengan ldengan 

uraian lokasi penyebab penyebab dampak lkegiatan kondisi 

peristiwa terjadinya terjadinya lterjadinya terjadinya penanganan isetelah 

risiko ris iko> risiko risiko risiko yang ldilakukan 

yang tersebut> ltersebut> terse but> ldilakukan> oenanganan 

terjadi> ltersebut> 



---, . 

• 

• 

2 1 

c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana 

tabel beriku t: 

Tingkat 

Komite 

UPR 

Periode Pe nyam paian 

• Laporan Piagam Manajemen 

Risiko: 31 Januari 

• Laporan pemantauan: 

triwulanan dan tahunan 

Keterangan 

Laporan disampaikan 

oleh Ketua Komite 

Pelaksanaan Kepada 

Bupati. 

Laporan disam paikan 

oleh Pemilik Risiko 

kepada Ketua Komite 

Pelaksana . 


